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DHEA AZZAHRAH DJOHAN, B111 13 577, dengan  judul skripsi 
“Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap 
Anak Korban Kejahatan Seksual”. Dibimbing oleh Said Karim selaku 
pembimbing I dan Nur Azisa selaku  pembimbing II. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pendampingan 
psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual dan untuk 
mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pendampingan 
psikososial terhadap anak  korban kejahatan seksual. 
Peneilitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian 
Resort Kota Makassar, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, dan Dinas 
Sosial Kota Makassar. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi 
lapangan dengan melakukan wawancara-wawancara sekaligus 
mendapatkan dokumen-dokumen terkait dengan masalah dalam tulisan 
penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang relevan dengan topik yang diajukan. Pendekatan kedua 
adalah dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara 
lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual 
belum berjalan secara optimal. Karena pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada 
Pasal 69A. Instansi Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan 
Anak, selanjutnya disebut P2TP2A, dan Dinas Sosial saling berkordinasi 
terhadap penanganan korban anak kejahatan seksual sekaligus 
memberikan pendampingan psikososial. Adapun kendala dalam 
pelaksanaan pendampingan psikososial adalah: (a) Tidak ada anggaran 
yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan penanganan psikososial 
(konseling) oleh psikolog (b) Tidak semua keluarga korban, saksi maupun 
pelaku menerima begitu saja kehadiran pendamping karena merasa malu 
(c) Hilangnya bekas luka untuk dilakukan visum sebagai barang bukti (d) 
Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus anak 
untuk konseling (pelaksanaan pendampingan psikososial) (e) Pihak lain 
tidak mengerti cara penanganan anak yang baik dan benar sehingga 
terkadang terjadi kesalahpahaman dalam hal penanganan anak (f) 
Intervensi dari banyak pihak sehingga sulit dalam proses penanganan 
korban. 
 






DHEA AZZAHRAH DJOHAN, B111 13 577, with the title of the essay 
"Psychosocial Assistance For Special Protection Against Child 
Victims of Sexual Abuse". Preceptor by Said Karim as a preceptor I and 
Nur Azisa as a preceptor II. This study aims to determine the form of the 
implementation of psycho-social assistance to child victims of sexual 
crimes and to find out what are the constraints in the implementation of 
psycho-social assistance to child victims of sexual crimes. 
 This research do in Makassar. As for the location of the research 
is the South Sulawesi Regional Police, Police Resort Makassar, Integrated 
Services Center for Women and Children, hereinafter called P2TP2A, and 
the Social Service of Makassar. The writing is done by conducting field 
studies to conduct interviews and obtain documents related to the issue in 
the writings of the author. Interviews were conducted by asking questions 
that are relevant to the topic proposed. The second approach is to explain 
in descriptive various interviews and an analysis of the data. 
 The results of this study indicate that the implementation of 
psycho-social assistance to child victims of sexual crimes has not run 
optimally. Because the implementation is not in accordance with Law No. 
35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection in 
Article 69A. Police agencies, the Integrated Service Center for Women 
and Children, hereinafter referred P2TP2A, and the Department of Social 
Welfare to coordinate with each other on the handling of child victims of 
sexual crimes as well as providing psycho-social assistance. The 
obstacles in the implementation of psycho-social assistance are: (a) There 
is no budget provided by the government for the continuation of the 
handling of psychosocial (counseling) psychologist (b) Not all the families 
of the victims, witnesses and perpetrators take for granted the presence of 
a companion because they feel embarrassed (c) The loss of the former 
cuts to do the autopsy report as evidence (d) the unavailability of adequate 
facilities in the form of a special room child to counseling (implementation 
of psycho-social assistance) (e) the other party does not know how to 
handle a child who is good and true that sometimes there is a 
misunderstanding in terms of the handling of the child (f ) interventions 
from many parties so difficult in the process of handling the victims. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang 
senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 
asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara 
universal yang tertuang dalam hak-hak anak. 
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 
setiap orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Sesuai yang tertera pada 
Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang 
bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan 
yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 
anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, ditentukan dalam Pasal 
9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri 
dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti 
kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang 
kehidupan serta penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam 
melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam 
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pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Setiap anak 
juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang 
menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. 1 
Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi pelanjut pada 
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Peran strategis anak tersebut yang mendasari masyarakat internasional 
untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak 
sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas 
hak-hak yang dimilikinya. 
Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum pada anak, telah sejak 
lama masyarakat internasional berupaya memperhatikan mengenai 
perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai deklarasi atau 
konvensi yang dihasilkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(selanjutnya disingkat PBB), demikian pula di Indonesia sudah beberapa 
produk hukum nasional yang mengatur mengenai peradilan anak dan 
perlindungan terhadap anak. 
Landasan hukum internasional yang melandasi perlindungan anak 
adalah:2 
1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui 
dalam Declaration of the human right 1948, kemudian Deklarasi 
                                                           
1 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 
Hlm. 3. 




Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 20 
Nopember 1958 
2. Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 tentang 
Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak, 
disingkat KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik 
Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 
Kedua ketentuan PBB tersebut harus diikuti oleh Negara anggota 
PBB, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 192 
negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the 
Right of the Children) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, 
Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua 
anak tanpa kecuali. Sesuai tuntutan tersebut, di Indonesia sendiri sudah 
ada Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
anak. 
Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak 
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak 
Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara 
teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum 
yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.3 
Pada perkembangan masyarakat akibat era globalisasi saat ini 
rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni 
                                                           
3 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67. 
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kejahatan seksual, yang dimana menimbulkan kecemasan dan 
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang 
berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan 
seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin 
mencemaskan masyarakat khususnya pada orang tua. Karena tak sedikit 
korban kejahatan seksual ini adalah seorang anak.4 
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah 
hukum yang sangat penting untuk dikaji. Sebagaimana diketahui 
kejahatan seksual adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu 
agama, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu merusak psikologis 
korbannya apalagi jika korbannya adalah seorang anak yang memiliki 
masa depan yang masih panjang.  
Anak merupakan manusia yang paling rentan akan ajakan, rayuan 
dan tipuan karena kepolosan mereka yang belum mencapai umur yang 
cakap untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang boleh 
dan tidak boleh mereka lakukan. Sehingga mereka mudah menjadi objek 
pelampiasan nafsu seksual para lelaki durjana maupun anak remaja. 
Perbuatan tersebut jelas melanggar hak esensial anak yakni,  Hak 
perlindungan dari kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. 
Kejahatan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius 
mengingat akibat dari kejahatan tersebut dapat menyebabkan anak 
mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan 
                                                           
4 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta, hlm. 75. 
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bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat 
tumbuh dan berkembang dengan wajar. Untuk itu, anak sebagai korban 
kejahatan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus berupa 
perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu 
terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat 
berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya 
saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Untuk memulihkan 
kembali kondisi psikis atau jiwa anak korban, dibutuhkan pendampingan 
psikososial sejak pengobatan sampai pemulihan jiwa anak 
tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa 
yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk 
kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak, 
sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kembali kehidupannya tanpa 
ada rasa trauma. 
Dalam hal ini penegakan kejahatan seksual terhadap anak, telah 
diatur dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara 
lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan bahkan presiden telah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan 
Anak (PERPPU Kebiri).  
6 
 
Dari hal yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk 
membuat skripsi berjudul “Pendampingan Psikososial Sebagai 
Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual”   
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan merupakan antara apa yang seharusnya dengan 
apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang 
tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara das 
sollen dengan das sein.5 Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan 
yang jelas dan spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya, yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap 
anak korban kejahatan seksual? 
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh pelaksana pendampingan 
psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat 
pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, 
dikonfirmasi, dibandingkan, dan/atau dikorelasikan dalam penelitian 
tersebut.6 Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendampingan psikososial 
terhadap anak korban kejahatan seksual. 
                                                           
5 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 
103-104. 
6Ibid., hlm. 109. 
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2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pelaksana 
pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan 
seksual. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pidana khususnya mengenai pendampingan psikososial sebagai 
perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat 
mengetahui pendampingan psikososial sebagai perlindungan 
khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. 
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian 
hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 













A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 
Pidana 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:7 
Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum 
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum. 
Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan 
Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. 
Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai 
upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
                                                           
7 http://tesishukum.com/ Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses 
pada tanggal 8 September 2016. 
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Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 
rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan 
oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang LPSK. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap 
proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.8 
Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan 
secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga 
internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh 
perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan 
memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya 
Declaration Of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The sevent United 
Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of 
Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. 
Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk 
perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:9 
1. Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (Acces to 
justice and fair treatment) 
2. Restitusi (Restitution) 
3. Kompensasi (Compensation) 
4. Bantuan (Assistance) 
                                                           
8 Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha 
Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 58 
9 Ibid.  
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Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2  menyebutkan perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Dan dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan 
berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia 
tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:10 
a. Non diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua 
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan 
yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan utama. 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang 
dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga 
dan orangtua. 
                                                           
10 Abdussalam R., 2016. Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, hlm. 36-37. 
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah 
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan 
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
hidupnya. 
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan 
sejahtera (Pasal 3).11 
Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, menentukan bahwa : 
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau 
pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas 
pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari 
perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun 
seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan 
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 
(2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan 
segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 
                                                           
11 Ibid, hlm. 37. 
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Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 
lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang 
menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di 
kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik 
maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan 
generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang 
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 
suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan 
dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam 
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.12 
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya 
yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan 
anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), 
eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental 
dan sosialnya.13 
 
                                                           
12 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT. Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 83. 
13 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 4. 
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2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
Pengertian korban menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban menentukan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 
2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa 
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah 
viktima. Kemudian dikembangkan menjadi spesies dari bidang 
kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan 
dinamai victimology yang berarti ilmu yang mempelajari seluk beluk 
dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural.14  
Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus 
termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. 
Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang 
belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu 
perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-
                                                           
14 Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. 
Grasindo, Jakarta, hlm. 88. 
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undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, 
sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta 
untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan 
jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan 
tanpa dikriminatif.15 
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan 
berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan 
mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik 
maupun psikis. Perlindungan khusus diberikan kepada anak 
sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa 
rehabilitasi atau pendampingan khusus serta perlindungan identitas 
dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan Pasal 90 Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 15 
menyebutkan bahwa, perlindungan khusus adalah perlindungan 
yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
                                                           
15 http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-
perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/ diakses pada tanggal 28 september 2016 
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berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, 
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang 
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 







B. Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual 
1. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak 
Secara hukum, hak-hak anak sebagai korban kejahatan sudah 
diatur dalam UU Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang 
tersebut, diatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan Napza, korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak 
korban kekerasan atau kejahatan seksual, anak yang menyandang 
cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Berikut 
pasal-pasal yang mengatur hak anak sebagai korban kejahatan 
seksual: 
1) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 
dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2) ) 
2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya 
(Pasal 18) 
3) Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 
kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 
dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak 
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yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan 
dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau 
mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59) 
4) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi 
anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak 
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat (Pasal 64 ayat (1)) 
5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
melalui :  
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar 
lembaga;  
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui 
media massa dan untuk menghindari labelisasi; 
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan 
saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi 
mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3)) 
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6) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan 
fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : 
penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak 
kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian 
sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan kekerasan (Pasal 69) 
2. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 
didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1)a) 
b) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
kejahatan seksual (Pasal 15 huruf f) 
c) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual 
(Pasal 59 ayat (2) huruf j) 
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d) Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j 
dilakukan melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan; 
b. rehabilitasi sosial; 
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 
69A). 
3. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Korban berhak mendapatkan:16 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan. 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan 
korban 
                                                           




d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 
setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
e. Pelayanan bimbingan rohani. 
4. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban 
1) Saksi dan Korban berhak:17 
a. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
b. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 
e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 
f. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 
g. Dirahasiakan identitasnya; 
h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
i. Mendapat nasihat hukum; 
j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu Perlindungan berakhir; dan/atau 
k. Mendapat pendampingan. 
                                                           
17 Pasal 5 Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 
no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 
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2) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan 
berupa:18 
a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat 
b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 
tanggung jawab pelaku tindak pidana 
Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh 
pengadilan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan 
pemerintah.19 
5. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam 
pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 
2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan 
segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 
perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk 
pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 
seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan 
hukuman. (Pasal 58) 
                                                           




Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak 
pidana mempunyai berbagai hak. Hak-hak tersebut menurut Arief 
Gosita antara lain sebagai berikut :20 
Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal: 
1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, 
pakaian, naungan dan sebagainya) 
2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, 
nasihat hukum dan pembelaan) 
3) Mendapat kembali hak miliknya 
4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi 
5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya 
6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban 
bila melapor atau menjadi saksi 
7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak 
pelaku sesuai kemampuan atau pihak lain yang bersangkutan 
demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan 
8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama 





                                                           
20 Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm.58. 
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C. Pendampingan Psikososial 
1. Dasar Hukum Pendampingan Psikososial 
Dasar hukum pendampingan Psikososial diatur dalam beberapa 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni: 
1. Dalam UU No. 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga pada Pasal 10 menentukan: 
“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja 
sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 
 
2. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69A 
huruf C menentukan bahwa: 
“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual 
dilakukan melalui upaya pendampingan psikososial pada saat 
pengobatan sampai pemulihan”. 
 
2.  Pengertian Pendampingan 
Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna  
pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada 
menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan 
berasal dari kata ”damping” yang berarti memberikan pembinaan 
dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan 
pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).21   
                                                           
21 Departemen Sosial RI, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Direktorat 
Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Hlm. 10.  
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah damping berarti 
dekat; karib; rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga 
yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak 
(pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, 
kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas 
atau status sosial) yang tajam.22  
3. Pengertian Pendampingan Psikososial 
Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang 
dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah 
psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, 
hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) 
terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di 
lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan 
bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda 
dengan orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif 
terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.23 
Pendampingan psikososial merupakan paduan antara 
penanganan psikologis dan penanganan sosial. Paduan ini 
menyatukan penanganan psikologis yang bertumpu pada 
                                                           
22 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 
Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 291. 
23 http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial, Teori Tentang Psikososial, diakses 
pada tanggal 4 Oktober 2016 
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pemahaman interpersonal korban dengan persoalan sosial budaya 
yang melingkupi kehidupan korban.24 
Bantuan pendampingan psikososial adalah bantuan yang 
diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau 
masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi 
kejiwaan korban.25 
4. Prinsip Pendampingan Psikososial26 
Menurut Departemen sosial dalam melaksanakan tugasnya, 
pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-
prinsip sebagai berikut : 
1) Penerima (acceptance) 
Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa 
memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis. 
2) Individualisasi (individualization) 
Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima 
manfaat sebagai  sosok individu yang unik/ berbeda satu sama 
yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya. 
3) Tidak menghakimi (non-judgemental) 
                                                           
24 http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-
terhadap-perempuan, Pendampingan Psikososial korban kekerasan terhadap 
perempuan, diakses pada tanggal 29 September 2016 
25 Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.42. 
26 Departemen Sosial, 2007, Panduan Pendampingan Anak Nakal, Jakarta, Dirjen 
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Hlm.9. 
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Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan 
penlilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam 
berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun 
masalah yang sedang dihadapinya. 
4) Kerahasiaan (confidentiality) 
Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan 
kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau 
menjaga kerahasiaan menyangkut data atau  informasi yang 
bersifat pribadi kepada orang lain. 
5) Rasional (rationality) 
Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang 
objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemingkinan yang 
terjadi serta mampu mengambil keputusan. 
6) Empati (emphaty) 
Pendamping  mampu untuk memahami masalah dan kondisi 
bio-psikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat. 
7) Kesungguhan dan ketulusan (geniuness) 
Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi 
dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan 
penerima manfaat. 
8) Mawas diri (selt-awareness) 
Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial  
hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya. 
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9) Partisipasif (participation) 
Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk  
menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri. 
Sebutan pendamping  dalam sistem hukum Indonesia dikenal 
sejak diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. Pendamping menurut pasal 1 ayat (2) 
adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional 
dibidangnya.  Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa:  
“relawan pendamping adalah orang yang mempunyai 
keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna 
penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.  
 
5. Tugas Pendamping Psikososial 
Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk 
melakukan pendekatan awal (intake) yang meliputi kontak dan 
kesepakatan :27 
1. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima 
manfaat (assesment), mendengarkan keluhan, kekhawatiran 
ataupun kesulitan yang dialami oleh anak. 
2. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak 
merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang 
dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya. 
3. Melakukan pendampingan diantaranya adalah : 




a. Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima 
manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya 
b. Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima 
manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok 
dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki 
anak.  
c. Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan 
lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang 
dimiliki anak. 
d. Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang 
dibutuhkan. 
e. Mengadakan sidang kasus atau secara rutin dan berkala antar 
pendamping atau petugas terkait atau melengkapi kekurangan 
masing-masing 
4. Melakukan evaluasi secara berkala 
5. Melakukan rujukan kepada keluarga/lembaga/profesi lain yang 
lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga 
kebutuhan anak. 
6. Peran Pendamping Psikososial 
Menurut Departemen Sosial dalam penanganan anak, 
peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki 
harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun  
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berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para 
pendamping antara lain :28 
1. Pembela (advocator) 
Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat 
yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping 
sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, 
mendampingi penerima manfaat, mengembangkan 
peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan 
advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik 
anak. 
2. Mediator (mediator) 
Pendamping berperan sebagai penghubung penerima 
manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal 
maupun informal. 
3. Pemungkin (enaber) 
Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada 
penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, 
potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya 
penyelesaian masalah. 
4. Pemberi motivasi (motivator) 
Pendamping berperan memberikan rangsangan dan 
dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk 
                                                           
28 Ibid, Hlm. 13. 
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bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi 
yang dimilikinya. 
7. Kode Etik Pendampingan Psikososial Anak 
Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki 
kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja 
membantu korban kekerasan adalah kode etik. Tiga hal yang perlu 
diingat adalah :29 
1) Menjaga kerahasiaan 
Kasus kekerasan  merupakan  kasus yang sensitif dan 
rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks 
masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan 
melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan 
sangatlah penting.  
2) Memberikan Informed Consent 
Informed consent  adalah pernyataan kesediaan atau 
persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawan cara atau 
pemberian  treatmen  dalam bentuk apapun, seorang 
pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan formulir  
informed consent  yang berisi pernyataan klien bahwa klien 
                                                           
29 Maya Sofia, 2012, Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di 
Lembaga Perlindungan Anak DIY, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta, Hlm. 16-17. 
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tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan 
dilakukan kepadanya. 
3) Menjaga well-being (kesejahteraan psikologi) klien dan diri 
sendiri 
Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis 
seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah 
menjaga well-being atau kesejahteraan mental klien, agar klien 
tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi 
jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan well-being diri 
sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari 
trauma kedua (secondary traumatic). 
 
D. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual 
Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap 
aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa 
penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan 
berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: 
dirayu, dicolek, dipeluk, dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral 
seks, anal seks, diperkosa.30 
1. Kejahatan Persetubuhan 
Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki 
dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk 
                                                           
30 Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 3. 
32 
 
memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam 
alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.31 
1.1. Persetubuhan Menurut KUHP 
a. Perzinahan 
Pada kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dimuat 
artinya sebagai berikut:32 
1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan 
yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan;  
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat 
perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, 
atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan 
seorang laki-laki yang bukan suaminya 
Pasal 284 KUHP: 
”Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan; laki-laki 
yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa 
pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya; perempuan yang 
bersuami berbuat zina” 
 
“penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau 
istri (yang mendapat malu)” 
 
Rumusan delik pasal diatas adalah : 
1. laki-laki beristri berbuat zina, perempuan bersuami 
berbuat zina  
                                                           
31 R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik 
Khusus, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 167. 
32 Laden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, 
Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 42 
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2. atas dasar suka sama suka tanpa paksaan salah satu 
pihak. 
Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan antara 
orang yang telah menikah dan seorang yang bukan isterinya 
atau suaminya, persetubuhan mana dilakukan secara 
sukarela (suka sama suka). Apabila terjadi paksaan, maka 
orang yang dipaksa tidak melakukan suatu kejahatan, 
bahkan ia menjadi objek dari suatu kejahatan.33 
Zina merupakan delik aduan, aduan dapat ditarik 
kembali, selama pemeriksaan persidangan belum dimulai. 
Pengaduan dilakukan langsung oleh suami atau istri tidak 
dapat dilakukan oleh anggota keluarga.34  
b. Pemerkosaan 
Pasal 285 KUHP : 
”barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 
dengan dia, di hukum karena memperkosa” 
Unsur-unsur objektif dalam pasal diatas adalah:35 
1. Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau 
3. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan 
4. Memaksa seorang wanita 
                                                           
33 Moch Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II, Bandung, Penerbit Alumni, 
Hlm. 223. 
34 Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, 
Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 43. 
35 P.A.F Lamintang, dkk., 2009,  Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma 
Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 97 
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5. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan 
dengan dirinya 
Dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang 
perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan 
merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini. 
Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan 
sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan 
seorang wanita.36 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya 
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dsb.37 
Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu 
sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang 
dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan 
seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena 
kehabisan tenaga, atau kekerasan mematahkan 
kemajuannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis 
kemaluan, perlawanan dari wanita terhenti , maka perbuatan 
memaksa dengan kekerasan tetap terjadi. Wanita itu 
menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan.38 
                                                           
36 Moch Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II, Bandung, Penerbit Alumni, 
Hlm. 226 
37 R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, hlm. 98 
38 Moch Anwar, Op.Cit, hlm. 227. 
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c. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur 
Pasal 287 KUHP : 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di 
luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus 
diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum 
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 9 tahun” 
 
 “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika 
perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika 
ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 
KUHP.” 
 Unsur-Unsur dari pasal diatas adalah :39 
Objektif :  
- Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya. 
Subjektif:  
- Padahal diketahuinya atau patut dapat disangka; bahwa 
belum lima belas tahun umurnya; kalau tidak terang 
berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas 
buat dikawini. 
  Pasal 288 KUHP : 
“Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang 
diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa 
perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, kalau 
perbuatan itu berakibat luka atau kematian dihukum penjara 
selama-lamanya 4 tahun”  
  Unsur-Unsur Pasal diatas adalah: 
  Objektif:  
- Bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya 
                                                           
39 Ibid, Hlm. 228. 
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- Kalau perbuatan itu mengakibatkan badan 
perempuan itu mendapat luka 
Subjektif: 
- Padahal dapat diketahuinya atau disangkanya bahwa 
perempuan itu belum pantas untuk dikawininya. 
Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang 
dilakukan antara laki-laki dan perempuan ketika masih 
kanak-kanak (belum waktunya dikawin). Pernikahan 
dilakukan tetapi barulah di kemudian hari mereka itu 
diperbolehkan hidup dan tidur bersama-sama. Jika 
persetubuhan ini tidak menyebabkan luka atau kematian 
maka laki-laki itu tidak dapat dikenakan pasal ini.40 
 Perbedaan Pasal 287 dan Pasal 288 yakni:41 
1. Pasal 287 dilakukan di luar perkawinan sedang Pasal 288 
dilakukan di dalam perkawinan 
2. Pasal 287 tidak merumuskan akibat luka-luka sedang Pasal 
288 merumuskan luka-luka. 
1.2. Persetubuhan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak diatur secara tegas dalam: 
                                                           
40 R. Seosilo, Op.Cit., hlm. 212. 
41 Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, 
Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 61 
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Pasal 76D yang rumusannya sebagai berikut: 
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain”. 
Pasal 81 yang rumusannya sebagai berikut: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan  kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, 
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
2. Kejahatan Pencabulan 
Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu 
dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kemaluan, buah dada.42 
2.1. Pencabulan Menurut KUHP 
Pasal 289 KUHP: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 
dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena 
merusak kesopanan” 
Rumusan delik pasal tersebut adalah : 
                                                           
42 R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, hlm. 212. 
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1. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan 
2. Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul 
Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP 
adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:43 
1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang 
wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya 
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki 
dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut 
untuk dapat mengelus tetek dan menciuminya. Pelaku 
melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu 
seksualnya. 
Pasal 290 KUHP: 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan 
atau tidak berdaya. 
(2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seorang padahal diketahui atau sepatutnya diduga, 
bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu 
dikawin. 
(3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 
tahun atau belum mampu dikawin untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh 
diluar pernikahan. 
Jenis kejahatan ini seringkali dilakukan dengan 
penggunaan berbagai jenis obat bius atau narkotika yang 
mengakibatkan orang itu pingsan atau tidak berdaya.44 
                                                           
43 Leden Marpaung, Op.Cit., Hlm. 65 
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Pasal 292 KUHP: 
“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga, bahwa orang lain tersebut belum 
cukup umur…” 
Rumusan delik pasal tersebut adalah : 
1. Orang dewasa (cakap)  
2. Melakukan perbuatan cabul sesama jenis 
3. Terhadap anak dibawah umur 
Pada Pasal ini mengancam pidana pada perbuatan yang 
disebut homoseksual (laki-laki dengan laki-laki) atau lesbian 
(perempuan dengan perempuan). Pemuasan nafsu kelamin 
dengan sesame kelamin oleh orang dewasa terhadap orang 
yang belum dewasa (anak dibawah umur).45 
2.2. Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tindak pidana 
pencabulan terhadap anak diatur secara tegas dalam : 
Pasal 76E rumusannya sebagai berikut : 
“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
Pasal 82 rumusannya sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
                                                                                                                                                                
44 Moch Anwar, Op.Cit., hlm. 232 
45 R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik 
Khusus, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 172. 
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 









A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu di Instansi Kepolisian (Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar), 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) dan Dinas Sosial Kota Makassar. Keempat Instansi tersebut 
berwenang penuh dengan penanggulangan masalah yang diteliti. 
Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data 
yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat 
proses pengambilan data. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu: 
1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber 
di lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan 
kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, 
peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek 
penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait 
dengan penelitian ini seperti Polisi, Psikolog atau pengurus 
lembaga perlindungan anak. 
2. Studi dokumen 
Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara 
membaca dan mempelajari artikel-artikel pada berita online, 
surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan 
perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat 
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
 Dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 
berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data 
kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data yang 
diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan 
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secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi 
kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara 
jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam 
kaitannya hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tertulis 
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita 
mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi 
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanan 
perlindungan anak.46 
Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak 
itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat 
negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan 
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. 
Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, 
kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada 
orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki 
kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya.47 
                                                           
46 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Pressindo, hlm. 19. 





Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban 
kejahatan seksual adalah pendampingan psikososial, pendampingan 
psikososial merupakan paduan antara penanganan psikologis dan 
penanganan sosial. Paduan ini menyatukan penanganan psikologis yang 
bertumpu pada pemahaman interpersonal korban dengan persoalan 
sosial budaya yang melingkupi kehidupan korban.   
Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan 
mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek 
psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki 
seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan 
orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan 
bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan 
orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap 
segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.  
Pendampingan psikososial bertujuan untuk:48 
1. Membuat korban mampu memahami persoalan yang dialami 
secara lebih multidimensional. 
2. Membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi dirinya 
dalam mengatasi masalah sekarang. 
3. Membantu korban mencegah dan menghadapi masalah di masa 
mendatang. 
4. Membantu korban menemukan dan menggunakan potensi-
potensi dirinya. 
 




A. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Terhadap Anak Korban 
Kejahatan Seksual 
1. Dasar Hukum Pendampingan Psikososial 
Dasar hukum pendampingan psikososial ditentukan dalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 
69A yang menentukan bahwa : 
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan 
melalui upaya: 
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan 
nilai kesusilaan; 
b. rehabilitasi sosial; 
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 
2. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial di Kepolisian 
Standar operasional prosedur penanganan perkara anak 
berhadapan dengan hukum (korban/saksi) Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak, (yang selanjutnya disingkat PPA): 
1. Menerima laporan polisi, register ABH sebagai korban/saksi 
2. Membuat administrasi penyelidikan dan SP2HP secara 
bertahap kepada pelapor. 
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3. Mengantar korban ke rumah sakit dalam rangka pengobatan, 
perawatan dan visum et repertum atau visum et 
psikiaterikum serta mengambil hasilnya. 
4. Mengecek tempat kejadian perkara 
5. Melakukan wawancara/interview terhadap korban, saksi, dan 
terlapor 
6. Melakukan gelar perkara: cukup bukti tingkatkan ke tahap 
penyidikan 
7. Membuat administrasi penyidikan 
8. Melakukan pemeriksaan terhadap korban anak dan 
menuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal ini 
anak didampingi oleh orangtua/wali/orang yang dipercaya 
oleh anak 
9. Melakukan kordinasi dengan dinas sosial/ pekerja sosial/ 
untuk pembuatan laporan sosial sekaligus pendampingan 
psikososial korban anak 
10. Melakukan kordinasi dengan P2TP2A Kota Makassar dalam 
hal korban anak memerlukan rumah aman 
11. Kordinasi dengan psikolog untuk pendampingan korban 
anak dalam rangka pemulihan kondisi psikis korban anak 
12. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban anak, 
dilakukan pemisahan dari orang dewasa 
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13. Dalam memeriksa perkara korban/saksi anak, 
penyidik/penyidik pembantu tidak menggunakan atribut 
kedinasan 
14.  Memberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya 
15. Penghindaran dari publikasi/pemberitaan di media cetak 
maupun elektronik atas identitas korban anak 
16. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua 
PPA, AKP Andriyani Lilikay (14 November 2016) menyatakan bahwa, 
jika anak korban mengalami trauma psikis dan sosial kepolisian 
melakukan kordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya disingkat 
P2TP2A) untuk melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, 
karena menurut AKP Andriyani P2TP2A satu atap dengan 
pendamping (Psikolog).  
Menurut AKP Andriyani, kendala dalam penanganan kasus korban 
anak kejahatan seksual adalah permasalahan tidak tersedianya 
fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus anak untuk konseling. 
Ruangan yang tersedia di Polda terbatas dan sangat apadanya. 
Karena saat laporan masuk polisi tidak serta-merta melakukan 
interview atau pemeriksaan terhadap anak tersebut, tetapi melihat 
terlebih dahulu keadaan dan kondisi fisik dan jiwanya. Karena 
penanganan anak korban itu harus dalam kondisi yang betul-betul 
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nyaman, supaya rasa trauma yang dialami hilang dan anak tersebut 
terbuka saat dilakukan pemeriksaan. 
Menurut AKP Andriyani, ada aturan dari Markas Besar Polri khusus 
untuk pembentukan ruangan penanganan khusus (RPK), namun tidak 
ada anggaran yang diberikan, ada aturan namun tidak disertai dengan 
anggaran. Dan dalam penanganan kasus anak seharusnya dilakukan 
oleh Polisi Wanita (Polwan) namun kenyataanya masih kurang, dalam 
Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) polisi yang bertugas 
kebanyakan adalah laki-laki. 
Selain di Polda Sulawesi Selatan, penulis juga melakukan 
penelitian pada Polrestabes Makassar, penulis melakukan penelitian 
di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak, Ibu Ginandra Putri S., S.IK., (3 November 2016), menyatakan 
bahwa, rekananan Polrestabes Kota Makassar dalam menangani 
kasus anak sebagai korban yaitu, pekerja sosial (yang selanjutnya 
disingkat PEKSOS), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan P2TP2A 
(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Di 
setiap provinsi atau kabupaten/kota ada P2TP2A tergabung dengan 
beberapa instansi. Kepolisian adalah salah satu instansi yang 
melakukan hubungan kerjasama dengan P2TP2A dengan bentuk 
melakukan kordinasi terhadap psikolog yang ada pada P2TP2A jika 
ada kasus kejahatan seksual yang korbannya adalah anak yang 
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memerlukanan penanganan Psikososial. Mekanisme pendampingan 
psikolog mulai dari awal, yaitu dari tahap penyidikan, penuntutan 
hingga di persidangan. Karena setiap kasus memerlukan Visum Et 
Psikiaterikum (visum psikis). Sedangkan, jika pelaku tindak pidana 
adalah anak, polisi tetap menyediakan psikolog sebagai pendamping 
untuk mendampingi anak sebagai pelaku. Apabila dalam penanganan 
kasus terjadi diversi, tetap ada pendampingan dari psikolog, pada saat 
proses diversi. Polisi berperan sebagai fasilitator diversi, dan fasilitator 
dalam menyediakan pendampingan Psikososial oleh seorang 
psikolog.  
3. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial di Dinas Sosial 
Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
Ibu Yuyun selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rumah 
Perlindungan Sosial Anak (10 November 2016), menyatakan bahwa 
peraturan pelaksanaan penanganan anak sebagai korban kejahatan 
seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Ibu Yuyun 
dalam undang-undang tersebut sudah merangkum tugas Dinas Sosial 
dan PEKSOS. 
Terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 




Petugas Kemasyarakatan terdiri atas: 
a. Pembimbing Kemasyarakatan; 
b. Pekerja Sosial Profesional; dan 
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Sedangkan pada Pasal 68 menentukan bahwa: 
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan  Sosial 
bertugas: 
a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak 
dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan 
kepercayaan diri Anak; 
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; 
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak 
dan menciptakan suasana kondusif; 
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; 
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan 
pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; 
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum 
untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; 
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga 
pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan 
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia  
menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Profesional dan  
Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
 
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat (1) 
menentukan bahwa: 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak. 
 
Ibu Yuyun juga menyatakan bahwa, jika ada kasus kejahatan 
seksual yang korbannya atau pelakunya merupakan anak yang di 
terima oleh kepolisian, Dinas Sosial menjangkau dan merespon kasus 
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tersebut, kemudian dilakukan pendampingan oleh PEKSOS, jika 
keluarga korban/saksi menerima untuk didampingi. Apabila tidak maka 
pendampingan tidak dilakukan. Pendampingan ini dilakukan agar anak 
sebagai korban/saksi maupun pelaku merasa aman, nyaman, tidak 
trauma dan tetap terpenuhi hak-hak dasar hidupnya sebagai seorang 
anak.  
Dalam hal ini, PEKSOS berperan penting dalam penanganan anak 
sebagai korban kejahatan seksual, PEKSOS lah yang akan 
berkordinasi dengan psikolog sebagai pendamping psikososial jika ia 
merasa anak dalam hal ini sebagai korban memerlukan 
pendampingan psikososial. 
4. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial di Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota 
Makassar 
4.1. Pengertian49 
 P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana 
pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya 
pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan 
penanggulangan tindak kekerasan, kejahatan seksual serta 
perdagangan terhadap perempuan dan anak. 
                                                           
49 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2005, Panduan 
Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 
Jakarta, hlm 16.  
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4.2. Tugas Pokok dan Fungsi50 
 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak yang berbasis 
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya P2TP2A 
memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan pokok 
permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap 
daerah. Sedangkan fungsi P2TP2A adalah memfasilitasi 
penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik 
maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, 
konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-
kegiatan lainnya.   
4.3. Tujuan51  
Memberikan konstribusi terhadap terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan 
strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan 
pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan 
perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan 
dan perlindungan anak.  
4.4. Kegiatan Pelayanan52 
Kegiatan pelayanan dimaksudkan sebagai kegiatan inti 
jenis dan macam kegiatan pelayanan yang tersedia 
                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid, hlm 17. 
52 Ibid, hlm 31. 
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beragam, antar pusat dan daerah. Pemberian pelayanan 
sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitator. Pelayanan 
yang diberikan dapat berupa: 
1. Konseling 
2. Terapi psikologis dan medis 
3. Pendidikan dan pelatihan 
4. Pendampingan Psikososial 
4.5. Keterkaitan P2TP2A dengan Lembaga-Lembaga Lainnya53 
Dalam melaksanakan kegiatannya, P2TP2A tidak 
terlepas dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam 
upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang telah ada. 
Lembaga-lembaga terkait tersebut antara lain Tim Pengelola 
Peningkatan Peranan Wanita (TPP2W), Rumah Aman 
(Shelter) yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 
Women Crisis Center (WCC), yang dikelola oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat atau Pusat Krisis Terpadu (One Stop 
Crisis Center) baik yang berbasis rumah sakit maupun yang 
berbasis komunitas, lembaga-lembaga layanan hukum 
seperti LBH APIK, Asosiasi Jaringan Perempuan Usaha 
Kecil, Polisi Daerah (Polda) dan Polisi Resort (Polres). 
 
                                                           
53 Ibid, hlm 34. 
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5. Pelaksanaan Pendampingan Psikososial di Psikologi 
Psikomorfosa Makassar 
Menurut ibu Iyan Afriyani salah seorang psikolog di Psikologi 
Psikomorfosa Makassar (Wawancara pada tanggal 21 November 
2016), pelaksanaan pendampingan psikologis dan pemeriksaan 
terhadap anak korban dilakukan dengan cara menemui korban 
kemudian melakukan proses pemeriksaan dan penanganan sesuai 
dengan kapasitas seorang psikolog terhadap pasiennya yang  dalam 
hal ini anak korban kejahtan seksual, pertemuan tersebut dilakukan 
beberapa kali untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami 
traumatik atau tidak dan benar-benar telah mengalami persetubuhan 
atau pencabulan. Hal ini diperlukan untuk proses hukum karena 
penyidik membutuhkan visum et psikiatrum atau visum psikis. Apabila 
diperlukan, psikolog akan dihubungi untuk menjadi saksi ahli.  
Menurut Ibu Iyan, untuk korban anak dibawah umur 11 (sebelas) 
tahun yang belum mencapai usia pubertas, dan belum mengetahui 
apa yang telah dia alami maka anak tersebut belum mengalami 
trauma, tetapi apabila anak tersebut beranjak dewasa dan telah 
mengetahui apa yang pernah dia alami semasa kecilnya dahulu 
adalah sesuatu hal yang tidak patut dia dapatkan, maka saat itulah 
trauma terbentuk setelah dia mengetahui fungsi alat kelaminnya apa, 
maka dari itu psikolog memastikan untuk melakukan psiko-edukasi 
terhadap orang tua dan keluarga anak, agar anak mendapatkan 
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penguatan positif dan tidak menyalahkan dirinya atas apa yang telah 
dia alami untuk mengantisipasi trauma setelah beranjak dewasa. Jika 
tidak diantisipasi, kemungkinan yang akan terjadi pada masa 
dewasanya korban bisa menjadi depresi atau orientasi seksualnya 
berpindah bisa menjadi lesbian atau gay atau bisa menjadi pelaku.  
Tabel 1 
Data Kasus Korban Seksual Anak Yang Mendapatkan Pendampingan 
Psikososial Berdasarkan Sumber Data di Kota Makassar: 





Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian pendampingan 
psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar 
mengalami fluktuasi. Hal itu dipengaruhi oleh jumlah laporan pengaduan 
terhadap kejahatan seksual yang ia alami. Karena tanpa pengaduan, 
P2TP2A tidak dapat memberikan pendampingan psikososial. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Ibu Mada selaku kepala bidang 
perlindungan anak (15 November 2016): 
“dasar pemberian pendampingan psikososial terhadap anak korban 
kejahatan seksual adalah dengan adanya pengaduan yang dilakukan 
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oleh korban atau orang tua/keluarganya, dengan begitu P2TP2A akan 
melakukan kordinasi dengan kepolisian untuk memproses hukum 
tindak kejahatannya dan P2TP2A akan memberikan pendampingan 
psikososial kepada korban”. 
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pendampingan Psikososial 
Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual 
Kendala dalam pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap 
anak korban kejahatan seksual: 
1. Tidak ada anggaran yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan 
penanganan psikososial (konseling) oleh psikolog. Pelaksanaan 
pendampingan psikososial dilakukan sebatas proses pemeriksaan 
saja hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan di 
kepolisian. Seharusnya konseling tetap berlanjut sampai korban 
benar-benar pulih kondisi psikisnya.  
2. Tidak semua keluarga korban, saksi maupun pelaku menerima 
begitu saja kehadiran pendamping karena merasa malu akan 
musibah yang telah dialami oleh anaknya. (Ibu Yuyun selaku 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Perlindungan Sosial 
Anak di Dinas Sosial Kota Makassar). Pada kenyataan seharusnya 
anak harus tetap didampingi sebagai proses pemulihan traumanya. 
3. Hilangnya bekas luka untuk dilakukan visum sebagai barang bukti, 
hal itu terjadi akibat korban terlalu lama melaporkan tindak pidana 
yang telah dia alami, sehingga sulit untuk membuat laporan polisi 
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dan pelaksanaan pendampingan psikososial. (Ibu Mada kepala 
bidang anak pada P2TP2A Kota Makassar).  
4. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus 
anak untuk konseling (pelaksanaan pendampingan psikososial). 
Ruangan yang tersedia di Polda terbatas dan sangat apadanya. 
Karena saat laporan masuk polisi tidak serta-merta melakukan 
interview atau pemeriksaan terhadap anak tersebut, tetapi melihat 
terlebih dahulu keadaan dan kondisi fisik dan jiwanya. Karena 
penanganan anak korban itu harus dalam kondisi yang betul-betul 
nyaman, supaya rasa trauma yang dialami hilang dan anak tersebut 
terbuka saat dilakukan pemeriksaan. (Ketua Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak, AKP Andriyani Lilikay) 
5. Intervensi dari banyak pihak sehingga sulit dalam proses 
penanganan korban. (Iyan Afriyani, Psikolog) 
Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 
instansi diatas, menunjukkan bahwa Kepolisian, Dinas Sosial dan 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
saling berkordinasi dalam hal penanganan korban anak kejahatan 
seksual. Jika kepolisian mendapat laporan pengaduan maka 
kepolisian akan menghubungi P2TP2A dan Dinas Sosial  untuk 
mencari pendamping psikososial terhadap anak korban kejahatan 
seksual, sebaliknya jika P2TP2A atau Dinas Sosial yang mendapat 
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laporan telah terjadi kejahatan seksual terhadap anak, maka P2TP2A 
dan Dinas Sosial akan melakukan kordinasi dengan Kepolisian agar 
pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual tersebut dapat diproses 
secara hukum.  
Perbedaan antara psikolog dengan pendamping adalah 
pendamping berfungsi untuk mendampingi anak selama proses 
hukum yang berlangsung, mulai dari tahap penyidikan sampai 
persidangan. Sedangkan psikolog adalah orang yang melakukan 
healing treatment (pengobatan penyembuhan) menyembuhkan 
keadaan psikis korban. Menurut psikolog, penyebab trauma korban 
disebabkan karena reaksi lingkungan sekitarnya yang mengetahui dia 
telah mengalami kejahatan seksual. Sehingga korban mengalami 
penekanan mental yang menyebabkan efek traumatik. 
Keterkaitan antara aturan di dalam undang-undang tentang 
pendampingan psikososial dan pelaksanaan pendampingan secara 
nyata, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan instansi-
instansi terkait diatas telah membuat standar operasional prosedural 
(SOP) tersendiri dalam pelaksanaan penanganan anak korban 
kejahatan seksual sekaligus pemberian pendampingan psikososial 
terhadap anak tersebut. Yang melaksanakan pendampingan 
psikososial tersebut adalah seorang psikolog yang ditunjuk oleh 




Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pada Pasal 69A secara tegas dinyatakan bahwa: 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan 
melalui upaya: 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai 
kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat 
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Akan tetapi melihat realita atau kenyataan yang ada proses 
penanganan korban tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang tersebut. Di dalam  kenyataannya, pelaksanaan 
pendampingan psikososial dilakukan hanya sebatas proses 
pemeriksaan saja untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan di 
kepolisian. 
Padahal dengan pemberian pendampingan psikososial tersebut 
dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban 
berupa pemulihan kesehatan psikis dan jiwanya.  Selain itu bagi 
kepentingan pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana, anak 
sebagai korban/saksi wajib memberikan kesaksiannya di depan 
persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya 
tekanan atau paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu 
alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP.  
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Esensi dari pendampingan psikososial adalah pemulihan kondisi 
psikis/jiwa korban. Hal tersebut diperlukan dalam proses diversi 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan 
Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang menentukan 
bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban. 
Merujuk pada salah satu syarat diversi selain ancaman pidana 
dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana 
(recidivis) ialah kesepakatan para pihak untuk tercapainya diversi. Jika 
kondisi psikis/jiwa anak terganggu dalam hal ini trauma, maka proses 
diversi belum tentu dapat terlaksana. 
Penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai 
pendampingan psikososial dengan alasan masih kurangnya aturan-
aturan yang mengatur perlindungan hukum tentang pendampingan 
psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual. Di sisi lain, apa 
yang termuat di dalam undang-undang tidak relevan dengan realitas 
yang ada. Undang-undang mengatur bahwa seharusnya peran 
pendampingan psikososial melakukan fungsi penanganan hingga 
pemulihan korban dari segi psikisnya. Akan tetapi realita yang terjadi 
di lapangan, hanya sampai pada tahap pemeriksaan saja. Tentunya 




Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kasus ini 
dan mempertegas aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak agar ke depannya tidak terjadi missinterpretasi antara pembuat 
dan pelaksanaannya. Dan seharusnya, pembuat undang-undang 
membuat suatu formulasi yang baru mengenai aturan yang baku agar 
terjadi harmonisasi antara apa yang tertuang di dalam undang-undang 







 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak 
korban kejahatan seksual belum berjalan secara optimal. 
Karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak pada Pasal 69A yang menyatakan 
bahwa: 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j 
dilakukan melalui upaya: 
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan 
nilai kesusilaan; 
b. Rehabilitasi sosial; 
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan 
sampai pemulihan; dan 
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Melihat realita atau kenyataan yang ada, proses 
penanganan korban dalam hal ini pelaksanaan 
pendampingan psikososial dilakukan sebatas proses 
pemeriksaan saja hanya untuk melengkapi berkas acara 
pemeriksaan di kepolisian. Pendampingan psikososial tidak 
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terlaksana sebagaimana mestinya dalam ketentuan Pasal 
69A UU No. 35 Tahun 2014. Dalam Pelaksanaannya di 
lapangan menunjukkan bahwa Kepolisian, Dinas Sosial dan 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak memiliki keterkaitan dan saling berkordinasi dalam  
penanganan korban anak kejahatan seksual sekaligus 
memberikan pendampingan psikososial. Jika kepolisian 
mendapat laporan pengaduan maka kepolisian akan 
menghubungi P2TP2A dan Dinas Sosial  untuk mencari 
pendamping psikososial terhadap anak korban kejahatan 
seksual, sebaliknya jika P2TP2A atau Dinas Sosial yang 
mendapat laporan telah terjadi kejahatan seksual terhadap 
anak, maka P2TP2A dan Dinas Sosial akan melakukan 
kordinasi dengan Kepolisian agar pelaku dari tindak pidana 
kejahatan seksual tersebut dapat diproses secara hukum. 
Yang melaksanakan pendampingan psikososial tersebut 
adalah seorang psikolog atau pekerja sosial yang ditunjuk 
oleh P2TP2A atau Dinas Sosial untuk melaksanakan 
pendampingan terhadap anak korban kejahatan seksual. 
2. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak 
korban kejahatan seksual di Kepolisian, P2TP2A dan Dinas 
Sosial, ternyata mengalami kendala, yaitu sebagai berikut: 
66 
 
a. Tidak ada anggaran yang disediakan pemerintah untuk 
kelanjutan penanganan psikososial (konseling) oleh 
psikolog. Pelaksanaan pendampingan psikososial 
dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja hanya untuk 
melengkapi berkas acara pemeriksaan di kepolisian.  
b. Tidak semua keluarga korban, saksi maupun pelaku 
menerima begitu saja kehadiran pendamping karena 
merasa malu akan musibah yang telah dialami oleh 
anaknya. Padahal, pada kenyataan seharusnya anak 
harus tetap didampingi sebagai proses pemulihan 
traumanya.  
c. Hilangnya bekas luka untuk dilakukan visum sebagai 
barang bukti, hal itu terjadi akibat korban terlalu lama 
melaporkan tindak pidana yang telah dia alami, sehingga 
sulit untuk membuat laporan polisi dan pelaksanaan 
pendampingan psikososial.  
d. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa 
ruangan khusus anak untuk konseling (pelaksanaan 
pendampingan psikososial). Ruangan yang tersedia di 
instansi kepolisian terbatas dan sangat apadanya. 
Karena saat laporan masuk, polisi tidak serta-merta 
melakukan interview atau pemeriksaan terhadap anak 
tersebut, tetapi melihat terlebih dahulu keadaan dan 
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kondisi fisik dan jiwanya. Karena penanganan anak 
korban itu harus dilakukan dalam kondisi yang betul-betul 
nyaman, dan anak tersebut terbuka saat dilakukan 
pemeriksaan.  
e. Intervensi dari banyak pihak sehingga sulit dalam proses 
penanganan korban.  
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian terhadap pendampingan psikososial 
sebagai perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan 
seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan memperhatikan hasil wawancara penulis 
dengan narasumber, maka penulis mencoba memberikan saran 
sebagai bahan evaluasi, yaitu: 
1. Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kasus ini 
dan mempertegas aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak agar ke depannya tidak terjadi missinterpretasi antara 
pembuat dan pelaksanaannya. Dan seharusnya, pembuat 
undang-undang membuat suatu formulasi yang baru mengenai 
aturan yang baku agar terjadi harmonisasi antara apa yang 
tertuang di dalam undang-undang dengan realita yang terjadi di 
lapangan. 
2. Diharapkan agar pendamping psikososial yakni psikolog dalam 
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melakukan pengobatan penyembuhan (healing treatment) 
terhadap anak tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan 
terbaik anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
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